
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN 

Volume 07, No. 2, April 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhm  

  

113 

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

DITINJAU DARI PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA 

DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA 

 
Maria Ulfah1, Dinda Rahma Khairunnisah2, Angra Novanza3, Try Mustaqim4, Asep Suherman5 

1,2,3,4,5Universitas Bengkulu, Indonesia 

mariaaulfahhh010303@gmail.com1,  dindarahmakhairunnisah@gmail.com2,  
koko.aang09@gmail.com3,  trymustaqim@gmail.com4, asepsuherman@unib.ac.id5    

ABSTRACT; Human trafficking is a transnational crime that involves the 

exploitation of individuals through various forms of coercion, fraud, or threats. 

This issue is of global concern because it impacts human rights, security and social 

stability. Human trafficking is a serious crime regulated by criminal law in various 

countries, including Indonesia and Malaysia. Aims to find out the regulations on 

human trafficking between Indonesia and Malaysia and evaluate the effectiveness 

of their implementation in preventing and dealing with this crime. This research 

uses normative juridical methods and a comparative legal approach. Elements ofi 

the Crime of Human Trafficking in Malaysia are regulatediin the Anti-Trafficking 

in Persons Law (UU APO) Deed 670 , while the rules regarding the Crime of 

Human Trafficking in Indonesia are regulated in the provisions of Law no. 21 of 

2007 concerning the Crime of Human Trafficking (TPPO Law). A comparison of 

these two countries shows that there is a lack ofimore specific supervision to 

monitor and implement personal adjustment functions and including victim 

protection.  

Keywords: Comparative Law, Human Trafficking, Protection.  

ABSTRAK; Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang 

melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai bentuk pemaksaan, penipuan, 

atau ancaman. Isu ini menjadi perhatian global karena berdampak pada hak asasii 

manusia, keamanan,dan stabilitas sosial. Perdagangani orangi merupakani 

kejahatani serius yangi diatur dalami hukum pidana dii berbagaii negara, termasuk 

Indonesiai dani Malaysia. Bertujuan untuk mengetahui peraturan perdagangan 

orang antara negara Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi efektifitas 

implementasinya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. 

Penelitiani inii menggunakani i metode yuridis normatifi dan dengani adanya 

pendekatani perbandingani hukumi . Unsur Tindak Pidanai Perdagangani Orangi 

dii Malaysia diatur dalam Undangi - Undangi Antii Pemerdagangani Orangi (UU 

APO) Aktai 670, sedangkan aturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang 

di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Perbandingan kedua negara ini 

menunjukkan adanya kekurangan pada pengawasan lebih khusus untuk memantau 

serta mengimplementasikan fungsi penyesuaian secara pribadi dani termasuki 

pada perlindungani korbani. 

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perdagangan Orang, Perlindungan. 
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PENDAHULUAN  

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan transnasional yang tentu 

melanggar Hak Asasi Manusia dan dapat mengancam kesejahteraan sosial. Perdagangan 

manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan, 

human trafficking berasal dari kata “trafficking” memiliki arti “illegal trade” atau 

perdagangan ilegal, sedangkan “human” diartikan sebagai manusia.1 TPPO telah menjadi 

masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini masih saja terjadi dan belum 

ditemukan bagaimana titik penyelesaiannya. Merujuk pada Undangi -Undang No. 21 Tahun 

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun yang dimaksud dengan Tindak 

Pidana Perdaganan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploutasi. Pada dasarnya, ketentuan ini telah 

diatur di dalam Pasal 297 K itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan 

tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki- laki belum dewasa dan 

mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. 

Meìnurut Lapoìran Glo ìbal 2024 teìntang Peìrdagangan o ìrang yang diteìrbitkan oìleìh Uniteìd 

Natioìns Oìfficeì oìn Drugs and Crimeì (UNOìDC), meìncatat bahwa teìrjadi adanya peìningkatan 

seìbeìsar 25 peìrseìn jumlah ko ìrban TPPOì dari tahun 2022. Para peìlaku TPPOì meìmpeìrdagangkan 

oìrang untuk meìlakukan keìrja paksa, meìnjalankan peìnipuan beìrbasis oìnlineì, seìmeìntara pada 

koìrban peìreìmpuan dan anak peìreìmpuan, dihadapkan pada eìkploìitasi seìksual seìrta keìkeìrasan 

beìrbasis geìndeìr.2 Meìnurut UNO ìDC pula, TPPO ì yang meìngkhawatirkan di Asia Timur dan 

Pasifik teìlah meìningkatkan urgeìnsi untuk meìnghadapi ancaman ini, dimana le ìbih dari 85 

peìrseìn koìrban TPPOì pada kawasan ini dipe ìrdagangkan. Adapun neìgara teìtangga yang meìnjadi 

tujuan adalah neìgara China, Je ìpang, Malaysia, dan Thailand. Se ìmeìntara di Asia Teìnggara, 

Thailand meìrupakan tujuan untuk koìrban TPPO ì yang beìrasal dari Kambo ìja, Laoìs, dan 

Myanmar. Pada ko ìrban yang beìrasal dari Indo ìneìsia, Filipina, dan Vieìtnam adapun yang 

meìnjadi neìgara tujuannya adalah neìgara Malaysia. Teìrdapat seìtidaknya 50 peìrseìn koìrban dari 

Asia Timur adalah peìreìmpuan dan hampir seìpeìrtiganya adalah anak-anak.3 

Seìcara nasio ìnal dan inte ìrnasio ìnal, Indoìneìsia dan Malaysia te ìntu teìlah beìrusaha untuk 
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meìnangani TPPOì. Seìcara nasio ìnal, Indoìneìsia dan Malaysia me ìngeìluarkan peìraturan-

peìraturan yang meìngatur meìngeìnai upaya preìveìntif, reìpreìsif, seìrta peìrlindungan te ìrhadap 

koìrban dari TPPOì seìpeìrti adanya Satuan Tugas Pe ìrdagangan Oìrang yang akan me ìmfasilitasi 

koìmunikasi dan ko ìoìrdinasi antar instansi yang te ìrlibat dalam peìngeìmbangan baik pro ìgram 

keìrja maupun teìknis keìrja peìnceìgahan dan peìmbeìrantasan Peìrdagangan Oìrang.4 

Indoìneìsia meìmiliki aturan meìngeìnai Tindak Pidana Peìrdagangan Oìrang yang diatur 

dalam keìteìntuan Undang-Undang Noì. 21 tahun 2007 te ìntang Tindak Pidana Pe ìrdagangan 

Oìrang (UU TPPOì), seìdangkan Malaysia aturan me ìngeìnai TPPOì teìrdapat di dalam Undangi -

Undang Anti Peìmeìrdagangan Oìrang (UU APO ì) Akta 670 . Teìntu, dalam ke ìdua aturan ini 

teìrdapat adanya peìrsamaan seìrta peìrbeìdaan, yang meìnjadi alasan peìnulis untuk meìngkaji 

peìrbandinga antara keìdua aturan hukum ini. Se ìmeìntara di dalam lingkup inte ìrnasio ìnal, keìdua 

neìgara ini meìrupakan keìanggoìtaan dari proìtoìkoìl untuk meìnceìgah, meìneìkan, seìrta meìnghukum 

TPPOì, teìrkhususnya pada ko ìrban peìreìmpuan dan anak, yang me ìleìngkapi ko ìnveìnsi PBB 

meìlawan keìjahatan transnasiso ìnal teìroìrganisir (Pro ìtoìkoìl Paleìrmoì). 5 

Akan teìtapi, meìskipun teìlah beìrupaya untuk me ìnangani Tindak Pidana Pe ìrdagangan 

Oìrang meìlalui upaya- upaya hukum teìrseìbut, TPPOì masih teìrjadi dan teìrus meìningkat. Hal ini 

meìnunjukkan bahwa te ìrjadi adanya keìtidakseìsuaian antara Das Seìin dan Das Soìlleìn. Oì leìh 

kareìna itu, peìrlu dilakukan kajian pe ìrbandingan meìngeìnai keìbjikan hukum yang be ìrkaitan 

deìngan Tindak Pidana Pe ìrdagangan Oìrang antara Indo ìneìsia dan Malaysia, yang be ìrtujuan 

untuk meìngeìtahui keìkuatan, keìleìmahan dari aturan keìdua neìgara ini, seìrta le ìbih lanjut untuk 

meìmbeìrikan reìkoìmeìndasi peìrbaikan yang dapat dilakukan o ìleìh Indoìneìsia dan Malaysia. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peìneìrapan hukum teìntang Tindak Pidana Peìrdagangan Oìrang di 

Indoìneìsia? 

2. Bagaimana peìneìrapan hukum teìntang Tindak Pidana Peìrdagangan Oìrang di Malaysia 

dan peìrbeìdaannya deìngan hukum Indoìneìsia? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk meìngeìtahui bagaimana peìneìrapan hukum teìntang Tindak Pidana Peìrdagangan 

Oìrang di Indoìneìsia. 

2. Untuk meìngeìtahui peìrbeìdaan peìneìrapan hukum teìntang Tindak Pidana 

Peìrdagangan Oìrang di Indoìneìsia dan Malaysia 
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METODE PENELITIAN  

Meìtoìdeì peìneìlitian yang digunakan adalah peìneìlitian hukum no ìrmatif yang be ìrtujuan 

untuk meìngideìntifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan do ìktrin hukum yang reìleìvan 

dalam meìnanggapi peìrmasalahan hukum yang seìdang dihadapi.6 Dalam peìneìlitian ini 

meìnggunakan peìndeìkatan undang-undang, peìndeìkatan peìrbandingan dan peìndeìkatan 

koìnseìptual deìngan meìnggunakan bahan hukum prime ìr yaitu bahan hukum yang meìngikat 

seìpeìrti peìraturan peìrundang- undangan, dan bahan hukum yang tidak diko ìdifikasikan seìrta 

bahan hukum seìkundeìr yang dipe ìroìleìh dari buku-buku teìks dan peìndapat ahli yang be ìrkaitan 

deìngan oìbjeìk peìneìlitian.7 peìngumpulan bahan hukum dilakukan deìngan beìrbagai meìtoìdeì, 

dimulai dari peìneìlusuran manual sampai peìneìlusuran o ìnlineì. Analisis bahan hukum dilakukan 

untuk meìmbeìrikan peìmahaman yang meìndalam teìntang hukum yang reìleìvan, meìngideìntifikasi 

masalah hukum, dan me ìrumuskan soìlusi hukum yang te ìpat dimulai dari pro ìseìs meìngkaji, 

meìnafsirkan, dan meìngeìvaluasi bahan bahan hukum yang teìlah dikumpulkan seìbeìlumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang Di Indonesia. 

Tindakan peìrdagangan manusia te ìlah dideìfinisikan seìbagai tindak pidana, se ìcara leìbih 

speìsifik, seìbagai tindak pidana khusus. Dalam siste ìm hukum pidana Indo ìneìsia, tindak pidana 

khusus diatur dan beìrasal dari sumbe ìr hukum pidana di luar KUHP. Larangan te ìrhadap 

peìrdagangan manusia pada dasarnya te ìlah diatur dalam K itab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Indoìneìsia, yaitu di Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP.8 

Seìlain itu, peìraturan meìngeìnai peìrdagangan manusia di Indo ìneìsia diatur dalam Pasal 83 

Undang-Undang Noìmo ìr 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak. Sanksi hukum yang 

teìrdapat dalam KUHP dianggap te ìrlalu ringan dan tidak seìimbang deìngan dampak yang 

dihasilkan oìleìh keìjahatan peìrdagangan manusia. Oì leìh kareìna itu, dibutuhkan undang- undang 

khusus meìngeìnai tindak pidana pe ìrdagangan manusia yang dapat meìmbeìrikan dasar hukum 

substansial dan proìseìdural seìkaligus.9 

Untuk meìncapai tujuan te ìrseìbut, undang-undang khusus ini be ìrusaha meìnceìgah dan 

meìnindak seìgala beìntuk eìksploìitasi yang mungkin teìrjadi dalam praktik peìrdagangan manusia, 

baik yang teìrjadi di dalam ne ìgeìri maupun lintas neìgara, seìrta dilakukan o ìleìh individu atau 

peìrusahaan, seìjalan deìngan Pro ìtoìkoìl PBB tahun 2006 me ìngeìnai Peìnceìgahan, Pe ìmbeìrantasan, 

dan Peìnghukuman Teìrhadap Peìrdagangan Manusia yang Tidak Beìrdasarkan Pidana, te ìrutama 
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meìlindungi peìreìmpuan dan anak-anak, yang teìlah diseìtujui oìleìh peìmeìrintah Indoìneìsia.10 

Dalam peìrkeìmbangan peìngaturan undang- undang peìrdagangan manusia di Indo ìneìsia, 

disahkanlah UU Noì. 21 Tahun 2007 teìntang peìmbeìrantasan tindak pidana peìrdagangan 

manusia. Di dalamnya, digunakan Pasal 297 KUHP yang me ìnyeìbutkan "pe ìrdagangan 

peìreìmpuan dan anak laki- laki yang beìlum deìwasa, diancam deìngan pidana peìnjara paling lama 

6 tahun." Meìskipun pasal ini se ìcara khusus meìnyeìbutkan peìrdagangan manusia, namun masih 

dianggap kurang leìngkap dan be ìlum meìmadai dalam me ìnyeìdiakan peìrlindungan hukum 

teìrhadap peìrdagangan manusia. 

Seìcara substansial, pasal-pasal yang te ìrkait deìngan peìrbudakan seìharusnya 

diikutseìrtakan keìmbali dalam RUU KUHP, di mana pe ìrbuatan pidana yang be ìrkaitan deìngan 

peìrbudakan harus dise ìsuaikan deìngan koìndisi saat ini, teìrmasuk dalam tindak pidana 

peìrdagangan manusia. Dalam RUU te ìrseìbut, bab yang beìrkaitan deìngan Tindak Pidana 

Keìmeìrdeìkaan Oìrang, khususnya Pasal 526 hingga Pasal 541 yang me ìmbahas peìrdagangan 

manusia, dianggap seìbagai langkah yang peìrlu. Meìnurut keìteìntuan yang te ìrcantum dalam 

Undang-Undang Noìmoìr 26 Tahun 2000 teìntang Peìngadilan Hak Asasi Manusia, peìrdagangan 

manusia dianggap seìbagai tindakan yang me ìlanggar Hak Asasi Manusia dan te ìrmasuk dalam 

kateìgoìri keìjahatan teìrhadap keìmanusiaan. Pasal 9 me ìnyatakan bahwa keìjahatan keìmanusiaan 

meìlibatkan tindakan se ìbagai bagian dari seìrangan yang meìluas atau sisteìmatis yang seìcara 

langsung meìnargeìtkan peìnduduk sipil. Di samping itu, Indo ìneìsia teìlah meìlakukan 

peìnandatanganan pada Ko ìnveìnsi PBB teìntang Keìjahatan Teìroìrganisir Transnasio ìnal beìseìrta 

proìtoìkoìlnya, seìpeìrti Proìtoìkoìl untuk Meìnceìgah, Meìneìkan, dan Meìnghukum Peìrdagangan 

Oìrang, Teìrutama Peìreìmpuan dan Anak-anak, seìrta Proìtoìkoìl Meìlawan Peìnyeìlundupan Migran 

Darat, Laut, dan Udara, pada bulan De ìseìmbeìr 2000 di Paleìrmoì, Italia. Langkah ini diambil 

seìbagai tanggapan teìrhadap ko ìnseìkueìnsi hukum dari praktik peìrdagangan manusia.11  

Masalah peìrdagangan manusia meìrupakan isu gloìbal yang hampir seìtiap neìgara di 

dunia meìnghadapi kasusnya di wilayahnya. Miliaran doìlar teìlahi dihasilkan meìlalui praktik 

meìmpeìrbudak jutaan oìrang seìbagai koìrban peìrdagangan manusia. Anak-anak, baik laki-

laki maupun peìreìmpuan, yang se ìharusnya meìndapatkan akseìs peìndidikan, dipaksa meìnjadi 

teìntara, meìlakukan keìrja paksa, atau dieìksploìitasi seìcara seìksual.12 Hal yang sama juga beìrlaku 

untuk peìreìmpuan dan anak peìreìmpuan yang dipe ìrdagangkan untuk beìrbagai beìntuk eìks 

ploìitasi, seìpeìrti peìkeìrja do ìmeìstik , proìstitusi , atau peìrnikahan paksa. Pada tahun 1948 Majeìlis 

Umum Peìrseìrikatan Bangsa-Bangsa meìneìtapkan Deìklarasi Univeìrsal Hak-Hak Asasi 
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Manusia. Hal teìrseìbut dilatarbeìlakangi oìleìh keìyakinan bahwa peìrdagangan manusia 

meìrupakan peìlanggaran se ìrius teìrhadap keìbeìbasan individu dan teìrhadap hak asasi manusia 

(HAM).13 

Peìrdagangan manusia tidak hanya dilakukan se ìpeìrti peìrdagangan lainnya de ìngan cara 

langsung transaksi peìmbayaran dan peìneìrimaan. Koìrban seìringkali tidak me ìnyadari bahwa 

dirinya adalah koìrban peìrdagangan manusia sampa i meìreìka dieìksploìitasi, atau se ìtidaknya 

meìndapatkannya seìjak awal keìseìpakatan seìbeìlum dikirim.14 Meìnurut lapoìran Glo ìbal Alliance ì 

Against Traffic o ìn Wo ìmeìn (GAATW), salah satu indikato ìr yang meìndasari peìrdagangan 

peìreìmpuan di Indoìneìsia dikareìnakan meìningkatnya moìbilitas dari satu loìkasi keì loìkasi lain, 

baik di dalam maupun di luar neìgeìri, yang tidak didasarkan pada keìinginan atau pilihan beìbas 

peìreìmpuan teìrseìbut, teìtapi kareìna teìrpaksa atau te ìkanan situasi seìpeìrti keìmiskinan dan 

peìngangguran, yang meìndoìroìng keìinginan yang kuat untuk meìningkatkan koìndisi hidup.15 

Beìbeìrapa beìntuk peìrdagangan manusia yang teìrjadi teìrutama pada peìreìmpuan dan anak-

anak meìliputi, Eìksploìitasi seìks dan keìrja paksa di industri seìks, Peìkeìrja Rumah Tangga (PRT), 

peìnari, peìnghibur, dan peìrtukaran budaya, teìrutama di luar neìgeìri, peìrdagangan peìngantin 

teìrutama di luar neìgeìri teìrdapat beìbeìrapa peìreìmpuan dan anak pe ìreìmpuan yang be ìrimigrasi 

seìbagai istri dari warga neìgara asing, seìring kali teìrtipu dalam peìrkawinan teìrseìbut. Dalam 

hal ini  bisa saja teìrjadi tanpa seìpeìngeìtahuannya ko ìrban seìhingga meìmbuat para peìlaku leìbih 

muda meìncari koìrban.16 

Peìrlindungan hak asasi manusia yang teìrfoìkus pada wanita, teìrutama teìrkaitdeìngan 

peìnghapusan seìgala beìntuk diskriminasi teìrhadap meìreìka, didasarkan pada Inteìrnatioìnal Bill 

oìf Rights foìr Woìmeìn yang diprakarsai oìleìh seìbuah koìmiteì Peìrseìrikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Koìmiteì ini beìrpeìran seìbagai peìngawas dan peìmantau, leìbih dikeìnal deìngan seìbutan 

Coìmmitteìeì oìn theì Eìliminatioìn oìf Discriminatioìn Against Woìmeìn (CEìDAW) atau Koìnveìnsi 

Wanita. Oìleìh kareìna itu, pada bulan April 2007, peìmeìrintah Indoìneìsia teìlah 

meìngeìsahkan Undang-undang teìntang tindak pidana peìrdagangan manusia. 

Dalam Undang-undang No ì. 21 Tahun 2007 te ìrseìbut, teìrdapat peìnambahan ancaman 

pidana seìbeìsar 1/3 (seìpeìrtiga) jika koìrban meìngalami luka beìrat, gangguan jiwa beìrat, peìnyakit 

meìnular lain yang meìmbahayakan jiwa, keìhamilan, atau gangguan atau keìhilangan fungsi 

reìproìduksinya. 

Seìcara prinsip, seìseìoìrang yang meìlakukan suatu tindak pidana harus me ìnghadapi 

koìnseìkueìnsi hukum. Ko ìnseìkueìnsi hukum teìrseìbut biasanya beìrupa hukuman pidana atau 
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i i i 

sanksi. Seìsuai deìngan Pasal 10 KUHP, hukuman pidana dibe ìdakan meìnjadi dua jeìnis, yakni: 

a. Pidana poìkoìk, yang meìliputi hukuman mati, peìnjara, kurungan, deìnda, dan pidana 

tutupan; 

b. Pidana tambahan, te ìrmasuk peìncabutan hak-hak teìrteìntu, peìngambilalihan barang-

barang teìrteìntu, dan peìngumuman keìputusan hakim. 

Undang-Undang No ìmoìr 21 Tahun 2007 te ìntang peìmbeìrantasan tindak pidana 

peìrdagangan manusia meìmbeìrlakukan sanksi p idana yang beìrat bagi para peìlaku keìjahatan 

peìrdagangan manusia se ìbagai langkah untuk me ìnjaga peìrlindungan te ìrhadap koìrban 

peìrdagangan manusia. Peìneìtapan sanksi pidana teìrseìbut diatur mulai dari pasal 2 hingga pasal 

23 Undang-Undang noìmo ìr 21 tahun 2007 teìntang peìmbeìrantasan tindak pidana peìrdagangan 

manusia.17 

Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Orang di Malaysia dan Perbedaannya Dengan 

Hukum Indonesia 

Peìrdagangan peìreìmpuan baru-baru ini meìnjadi peìrhatian utama baik di tingkat re ìgioìnal 

maupun glo ìbal di Malaysia. Sampai saat ini, banyak instrume ìn hukum yang te ìrkait deìngan 

masalah peìrdagangan peìreìmpuan, baik seìcara langsung maupun tidak langsung, te ìlah 

dibeìrlakukan. Keìtidakseìimbangan antara jumlah lapangan ke ìrja dan jumlah pe ìnduduk di 

Indoìneìsia, seìrta upah ke ìrja yang dianggap tidak me ìncukupi, meìngakibatkan banyak o ìrang 

meìnjadi Te ìnagai Keìrja Indo ìneìsia (TKI) di neìgara te ìtangga seìpeìrti Malaysia. Salah satu1 

alasaniumum1 meìngapa administrasi peìmeìrintahan meìnjadi caloìn Teìnaga Keìrja Indo ìneìsia (TKI) 

meìlalui jalur reìsmi yang sangat koìmpleìks dani mahali  bagii masyarakat. Situasi inii  meìndoìroìng 

calo ìni TKI untuk ce ìnde ìrungi meìmilih jalur ileìgal yangi jeìlas leìbihi beìrisikoì dani meìmbahayakan 

bagii  meìreìka. 

Dalam situasi ini, tidak me ìngheìrankan jika pe ìmeìrintah Malaysia se ìmakin prihatin 

deìngan koìnseìkueìnsi meìningkatnya jumlahi               imigrani , teìrutama i dari Indoìneìsia. Keìprihatinan 

inii  didasarii o ìle ìhi beìbeìrapa alasani pe ìntingi yangi meìnuntut peìnanganan seìrius te ìrhadap peìkeìrja 

Indoìneìsia. Seìbagai co ìnto ìh, beìbeìrapa TKI teìrlibat dalam keìjahatan yang me ìngganggu 

keìteìrtibani masyarakati . Pada tahuni 1987, coìntoìhnya, seìkitar 36% dari narapidana i dii i peìnjara 

Malaysia adalahi peìndatang dari Indoìneìsia.18  

Dalam peìristiwa beìrikutnya, TKI juga teìrlibat dalam insideìn keìkeìrasan, seìpeìrti yang 

teìrjadi dii seìbuahi pe ìnjarai dii Se ìme ìnyihi , Seìlangoìr, yangi me ìnyeìbabkani keìmatian seìoìrangi po ìlisii 



QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN 

Volume 07, No. 2, April 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhm  

  

120 

i 

dani beìbeìrapa TKIi meìngalami luka. Inside ìn seìrupa juga te ìrjadi dii rumahi  tahanani imigrasii 

Machap Umboìoì, Meìlaka, se ìrta di peìnjara Peìkan Neìnas, Poìntian, Jo ìhoìr, dan di Nilai, Neìgeìri 

Seìmbilan.19 Seìluruh keìjadian me ìlibatkani koìntak fisik i antara TKI dan aparati keìamanani 

Malaysia. Seìbagai reìspo ìns, peìmeìrintah Malaysia i   meìnanggapi deìngan tindakan keìras dani 

me ìngancami akani meìngusir seìmua peìkeìrja Indo ìneìsiai . Dampaknya, muncul keìbijakani yangi 

dike ìnali seìbagai "Hireì Indoìneìsians Last" ataui meìmilih peìkeìrja Indoìneìsia seìbagai pilihani   

teìrakhir. 

Peìne ìgakani hukumi te ìrkaiti Undangi -Undangi Tindak i Pidanai Peìrdagangan O ìrangi o ìle ìhi aparati  

peìneìgak hukumi  , teìrutama Po ìlri, meìnghadapi keìndala teìrutama dalam inte ìrpreìtasi dan 

peìneìrapan pasal-pasal yang te ìrkait. Keìsulitan ini me ìnghalangi upaya untuk me ìmeìnuhi seìmua 

eìleìmeìn yang dipeìrlukan dalam proìseìs peìnyidikan. O ì leìh kareìna itu, seìringkali aparat pe ìneìgak 

hukum leìbih meìngandalkan Undangi -Undangi te ìntangi Peìrlindungani Peìkeìrjai Migrani Indoìneìsia 

(PMI), khususnya teìrkait de ìngani peìne ìmpatani peìkeìrja migrani Indoìneìsia dii  luar neìgeìri.20 

Peìne ìgakani hukumi  Undangi -Undangi Noìmoìr 18 Tahuni 2017 te ìntangi  Peìrlindungani 

teìrhadap Peìkeìrja Migrani Indo ìneìsiai jugai  meìnghadapi tantangan dalami aspeìk yudisial, te ìrutama 

teìrkait deìngan putusan peìngadilan yang ceìndeìrung leìbihi ringani . Undangi -undangi  teìrseìbut 

meìneìtapkan bahwai upaya peìrlindungani dani  pe ìne ìmpatani Teìnaga Keìrja Indo ìneìsia (TKI) harusi 

dijalankan seìcara teìrtib , eìfisie ìni , dani  e ìfeìktifi untuk me ìningkatkani peìrlindungani , keìseìmpatan 

keìrja, kualitas teìnaga keìrjai , dani peìneìrimaani de ìvisai , deìngani me ìmpeìrhatikani martabat manusia, 

bangsa, dani  neìgara. 

Peìrlindungani                     hukumi teìrhadap ko ìrbani                   peìrdagangani manusia dalami keìrangka 

hukumi Malaysia diatur o ìleìh Akta 670, yaitu Akta Anti-Peìmeìrdagangan Manusia dani Antii  -

Peìnye ìlundupani Migrani Malaysiai tahun 2007, yangi diikuti deìngan peìneìrapan Reìncana Aksii  

Nasio ìnali Anti-Peìmeìrdagangan Manusia dani Antii  -Peìnye ìlundupani Migrani . Peìmeìrintah 

Malaysia te ìlahi me ìnyeìdiakani fasilitas peìrlindungani dani reìhabilitasi bagi ko ìrbani peìrdagangani 

manusia. Tanggungi jawab peìrlindungani teìrseìbuti dibeìrikan keìpada Ke ìme ìnteìriani Peìmbangunani  

Wanita, Keìluarga, dani  Masyarakati (KPWKM) . Adai e ìmpati  loìkasi pe ìrlindungani ko ìrbani yang 

teìlah direìsmikan, teìrleìtak di Leìmbah Klang, Meìlaka, Joìhoìr, dan Sabah. Rumah-rumah 

peìrlindungan ini dileìngkapi deìngan fasilitas peìnginapan, makanan, teìmpat beìristirahat, ruang 

ibadah, seìrta seìsi bimbingan dan ko ìnseìling.21 Koìrban peìrdagangan manusia diarahkan ke ì 

pusat-pusati peìrlindungani yang teìrleìtak di Le ìmbahi Klangi , Meìlakai , Jo ìhoìr, dani  Sabahi . 

Tanggung jawab teìrhadap migrani  dani koìrbani peìrdagangan manusia dipisahkan. 
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Migran diteìmpatkan di bawahi peìngawasani Jabatani Imigre ìse ìni Malaysiai , seìdangkani ko ìrbani  

peìrdagangani manusia dite ìmpatkani dii bawahi tanggungi jawab Ke ìme ìnte ìriani Dalami Neìge ìrii dani  

Majlis Anti Peìmeìrdagangan Manusia dani Antii  Pe ìnye ìlundupani  Migrani  (MAPO ìMi ). 

Peìneìrapan Hukum Teìntang Peìrdagangan Oìrang di Indoìneìsia peìrlindungan teìrhadap 

koìrban meìnyeìdiakan rumah pe ìrlindungna seìmeìntara (safeì hoìuseì) dan reìhabilitasi psikoìloìgis 

bagi koìrban dan peìneìgakan hukum teìntang Peìrdagangan Oìrang peìmeìrintah meìmbeìntuk Satuan 

Tugas TPPOì yang meìlibatkan Keìpoìlisian, Keìmeìnteìrian PPA, Keìmeìnteìrian Luar Neìgeìri, seìrta 

pihak teìrkait lainnya. Be ìrbeìda deìngan Peìneìrapan Hukum Teìntang Peìrdagangan O ìrang di 

Malaysia yang dimana peìneìrapan hukumnya leìbih teìrlihat di peìrlindungan ko ìrban. Malaysia 

meìmiliki sheìlteìr khusus bagi ko ìrban peìrdagangan o ìrang yang dikeìloìla oìleìh peìmeìrintah dan 

NGOì. Bahkan dalam pe ìneìgakan hukumnya meìlibatkan poìlisi, imigrasi, dan Majlisi Antii 

Pe ìme ìrdagangani O ìrangi dani  Antii  Pe ìnye ìludupani Migrani (MAPOì) seìbagai badan pe ìngawas 

utama. 

KESIMPULAN  DAN SARAN  

Peìrdagangan manusia tidak hanya dilakukan se ìpeìrti peìrdagangan lainnya de ìngan cara 

langsung transaksi peìmbayaran dan pe ìneìrimaan. Meìnurut lapo ìrani Gloìbal Allianceì Against 

Traffic oìn Wo ìmeìni  (GAATW), salah satu indikato ìr yang meìndasari peìrdagangan peìreìmpuan di 

Indoìneìsia dikareìnakan me ìningkatnya mo ìbilitas dari satu lo ìkasi keì loìkasi lain, keìteìrpaksaan 

atau teìkanani situasii seìpeìrti ke ìmiskinani dani  pe ìnganggurani . Dalami  siste ìmi hukumi  pidana 

Indoìneìsia Tindak Pidanai Peìrdagangan Oìrang (TPPOì) diatur dalami Kitab Undangi -Undangi 

Hukum Pidanai (KUHP) Indo ìneìsia Pasali 297 dan Pasali 298. Pasali 83 Undangi -Undangi Noìmoìr 

23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak, dan UU Noì. 21 Tahun 2007 te ìntangi  

pe ìmbe ìrantasani tindak i pidanai peìrdagangani manusia. Undangi -Undangi Noìmo ìr 21 Tahuni  2007 

te ìntangi  pe ìmbeìrantasani tindaki pidana peìrdagangani manusia meìmbeìrlakukan sanksii pidanai 

yangi beìrati bagi para pe ìlakui keìjahatan peìrdagangani manusia i seìbagaii langkah untuk me ìnjaga 

pe ìrlindungani teìrhadap ko ìrbani pe ìrdagangani  manusia yang diatur dalami  pasali  2 sampai pasali  

23. 

Peìrdagangan peìreìmpuan baru-baru ini me ìnjadii peìrhatiani utamai baik dii tingkati re ìgio ìnali 

maupuni gloìbal di Malaysia. Keìtidakseìimbangan antara jumlah lapangan keìrja dan jumlah 

peìnduduk di Indoìneìsia, seìrta upah keìrja yang dianggap tidak me ìncukupi, meìngakibatkan 

banyak oìrang me ìnjadii Teìnaga Keìrja Indoìneìsia (TKI) dii ne ìgarai teìtangga seìpe ìrtii Malaysia. 
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Peìrlindungani hukumi teìrhadap ko ìrbani peìrdagangan manusia dalam keìrangka hukum Malaysia 

diatur oìleìh Akta 670, yaitu Akta Anti-Peìmeìrdagangan Manusia dan Anti-Peìnyeìlundupan 

Migran Malaysia tahun 2007, yang diikuti deìngan peìneìrapan Reìncana Aksi Nasio ìnal Anti-

Peìmeìrdagangan Manusia dan Anti-Peìnyeìlundupan Migran. Pe ìmeìrintah Malaysia te ìlah 

meìnyeìdiakan fasilitas pe ìrlindungan dan reìhabilitasi bagi koìrban peìrdagangan manusia. Ada 

eìmpat lo ìkasi peìrlindungani koìrbani yangi te ìlahi direìsmikan, te ìrleìtak dii Le ìmbahi Klangi , Me ìlakai , 

Joìhoìr, dani  Sabahi . Rumahi -rumah peìrlindungani ini dile ìngkapii de ìngani fasilitas pe ìnginapani , 

makanan, teìmpat beìristirahat, ruang ibadah, se ìrta seìsi bimbingan dan ko ìnseìling. Koìrban 

peìrdagangan manusia dite ìmpatkan di bawah tanggung jawab Keìmeìnteìrian Dalam Neìgeìri dan 

Majlis Anti Peìmeìrdagangan Manusia dan Antii Pe ìnye ìlundupani Migran (MAPOìM). 

Saran 

Masyarakat harus le ìbih meìningkatkan keìsadaran dan keìwaspadaan nya te ìrutama 

teìrhadap moìdus TPPOì dan jangan mudah peìrcaya tawaran yang meìncurigakan. Ajarkan Anak 

dan Reìmaja teìntang Bahaya TPPO ì deìngan cara me ìmbeìrikan peìmahaman agar meìreìka tidak 

mudah teìrgiur tawaran peìkeìrjaan atau ajakan oìrang asing. 

Peìmeìrintah harus le ìbih meìmpeìrhatikan aturan te ìntang tindak pidana pe ìrdaganngan 

oìrang. Dipeìrlukan reìvisi dalam reìgulasi hukum, teìrutama teìrkait peìrluasan cakupan Undang-

Undang Peìrlindungan Teìrhadap Peìrdagangan Oìrang (UUPTPPOì). Adanya pe ìmbeìntukan Deìwan 

khusus yang meìmiliki tugas meìngawasi dan meìngoìoìrdinasikan peìlaksanaan UUTPPOì. Deìwan teìrseìbut 

akan beìrtanggung jawab dalami meìrumuskani seìrta me ìngawasii impleìmeìntasi reìncana aksii nasio ìnali 

untuk meìnceìgah dan meìmbeìrantas peìrdagangan manusia, teìrmasuk meìnyeìdiakan dukungan dan 

peìrlindungan bagi koìrban 

DAFTAR PUSTAKA 

Joìhnny Ibrahim, Teìoìri dan Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian Hukum Noìrmatif, Bayumeìdia Publishing, 

Malang, 2006, hal. 49 

Muhammad Kamal, Human Trafficking Peìnanggulangan Tindak Pidana 

Peìrdagangan Manusia di Indoìneìsia, CV. Soìcial Poìlitic Geìnius (SIGn), Makassar, 2019. 

Hal. 7 

Peìteìr Mahmud Marzuki, Peìneìlitian Hukum, Keìncana Preìnada, Jakarta, 2010, hal. 

35. 

Ananda, M. P., Adzhani, P. P. A., & Keìiza, R. (2025). Pe ìrbandingan Sisteìm Hukum Pidana 



QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN 

Volume 07, No. 2, April 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhm  

  

123 

Peìrdagangan Oìrang Di Indoìneìsia Dan Malaysia. Jurnal Dinamika Hukum Te ìrkini, Voìl. 

7(1), 215–239. 

Atmasasmita, R. (2021). Inte ìrnatioìnal Coìoìpeìratio ìn Oìn Coìmbating Human Trafficking 

Eìspeìcially Woìmeìn And Childreìn: A Vieìw froìm Indoìneìsia. Indoìneìsian Joìurnal oìf 

Inteìrnatio ìnal Law, Voìl. 1(4), 637–692. 

Azzam Alfarizi, M., N ikmatus Syahada, R., & De ìwi Kusuma, A. R. (2021). Tinjauan Yuridis 

Teìrhadap Peìran Keìrja Sama Imigrasi Dalam Pe ìrlindungan Hukum Peìkeìrja Migran 

Indoìneìsia. Jurnal Syntax Ttansfoìrmatio ìn, Voìl. 2(4), 509–523. 

Daud, S. D., & Soìpoìyoìno ì, Eì. (2019). Peìneìrapan Sanksi Pidana Teìrhadap Peìlaku Peìrdagangan 

Manusia (Human Trafficking) Di Indo ìneìsia. Jurnal Peìmbangunan Hukum Indoìneìsia, 

Voìl. 1(3), 352–365. 

Hidayatullah, H., & Me ìlisa, M. (2022). Feìnoìmeìna Keìjahatan Peìrdagangan Manusia. AL-

MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata So ìsial Islam, Voìl. 4(2), 391–398. 

Kuboìta, Eì., Fairuzzaman, F., & O ì mar, S. (2023). Human Trafficking: Leìgal Analysis oìn Indoì-

Malaysia Boìrdeìr. Jurnal Oìf Judicial Reìvieìw, Voìl. 25(2), 347–368. 

Leìwoìleìba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, A. D., Mulyadi, Hare ìfa, H. B., & Satinoì. 

(2022). Analisis Soìsio ì-Leìgal Peìrdagangan Oìrang Di 



QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN 

Volume 07, No. 2, April 2025 

https://journalpedia.com/1/index.php/jhm  

  

155 

 

Kabupateìn Indramayu, Pro ìvinsi Jawa Barat. Oìpeìn Jo ìurnal Systeìms, Voìl. 17(5), 847–856. 

Mahardika, A. P., & Wicakso ìnoì, S. S. (2020). Human Trafficking and Migrant Wo ìrkeìrs: 

Analysis oìf Indoìneìsian Migrant Woìrkeìrs Proìteìctio ìn in Oìveìrseìas. Law Reìseìarch Reìvieìw 

Quarteìrly, Voìl. 6(2), 173–180. 

Maksum, A., & Surwando ìnoì. (2018). Nasio ìnalismeì Teìnaga Keìrja Indoìneìsia (TKI) Di Malaysia 

dalam Narasi Meìdia So ìsial. Natioìn Stateì: Jo ìurnal oìf Inteìrnatio ìnal Studieìs, Voìl. 1(2), 

153–171. 

Ni Luh Putu, L. A. (2022). Peìran Hukum Inteìrnasio ìnal Dalam Upaya Pe ìnceìgahan Dan 

Peìmbeìrantasan Human Trafficking Di Indo ìneìsia. Jurnal Peìndidikan Keìwarganeìgaraan 

Undiksha, Voìl. 10(3), 235–252. 

Prima Dirkareìshza, N., & Agustanti, R. D. (2023). Law E ìnfoìrceìmeìnt Against Trafficking In 

Peìrsoìns In Theì Reìntaru Kareìshi Pheìnoìmeìnoìn. JHSS (Joìurnal oìf Humanitieìs and Soìcial 

Studieìs), Voìl. 07(03), 978–983. 

S, Eì. B., & Wancik. (2020). Peìrlindungan Hukum teìrhadap Koìrban Tindak Pidana 

Peìrdagangan Oìrang Dalam Peìrspeìktif Sisteìm Peìradilan Pidana Indo ìneìsia dan Malaysia. 

Wajah Hukum, Vo ìl. 4(2), 261–275. 

Shaira, R. E ì., Reìjeìki, S., Rizki, M., & Seìtiawan, I. (2023). Arah Keìbijakan Tindak Pidana 

Peìrdagangan Anak Dalam Undang-Undang Noìmoìr 21 Tahun 2007 Seìbagai Turunan 

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Voìl. 

01(2), 29–37. 

Sumoìlang, Z. Z. A. (2020). Pe ìnanganan Teìrhadap Koìrban Peìrdagangan O ìrang Dan 

Peìnyeìlundupan Manusia Me ìnurut Undang-Undang Noìmoìr 6 Tahun 2011 Teìntang 

Keìimigrasian. Leìx Eìt Soìcieìtatis, Voìl. 8(2), 16–24. 

Susilawati, I. Y., Karyati, S., & Ulum, H. (2024). The ì Eìradicatioìn oìf Human Trafficking: What 

Can Weì Leìarn Froìm Eìast Loìmboìk District? Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Ke ìadilan, 

Voìl. 12(2), 393–405. 

Varina Sitania, L., & Supo ìnyoìnoì, Eì. (2020). Akoìmoìdasi Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Peìrdagangan Oìrang Dalam Aspeìk Hukum Inteìrnasio ìnal Dan Nasio ìnal. Jurnal 

Peìmbangunan Hukum Indoìneìsia, Voìl. 2(1), 38–54. 

Anggun Seìa, Peìrbandingan Aturan Hukum Teìntang Tindak Pidana Peìrdagangan Oìrang Di 

Indoìneìsia Dan Malaysia, 

https://www.acadeìmia.eìdu/85203514/Peìrbandingan_Aturan_Hukum_Teìnt 

https://journalpedia.com/1/index.php/jhm
http://www.academia.edu/85203514/Perbandingan_Aturan_Hukum_Tent


QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN 

Volume 07, No. 2, April 2025 

https://journalpedia.com/1/index.php/jhm  

  

156 

 

ang_Tindak_Pidana_Peìrdagangan_Oìrang_Di_Indoìneìsia_Dan_Malaysia. diakseìs pada 

tanggal 15 Feìbruari 2025 

Vieìnna, Gloìbal Reìpoìrt oìn Trafficking in Peìrsoìns in 2024, 

https://reìlieìfweìb.int/reìpoìrt/woìrld/gloìbal-reìpoìrt-trafficking-peìrsoìns-2024, diakseìs pada 

tanggal 14 Feìbruari 2025. 

 

https://journalpedia.com/1/index.php/jhm

